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ABSTRAK
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI PERJUDIAN ONLINE

AYU ULANDARI
NPM . 1306200253

Perjudian online tersebut akan menghasilkan uang kepada pelaku atau
orang yang melakukan judi online tersebut baik dalam nominal kecil hingga
nominal terbesar. Uang yang dihasilkan tersebut biasanya akan disembuyikan
ataupun disamarkan keberadaanya agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan
yang sah atau legal, sehingga perjudian online juga dapat dijadikan sebagai tindak
pidana asal bagi pelaku tindak pidana pencucian uang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum Tindak
Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Perjudian Online, untuk
mengetahui kaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana
Perjudian Online, dan untuk mengetahui peran lembaga negara dalam pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari perjudian
online. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif
analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian
deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi
pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan Hukum Tindak
Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perjudian Online
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di dalam Undang-Undang
tersebut terdapat pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang menganut asas
kriminalitas ganda (double criminality) yaitu adanya dua kejahatan pidana yang
masing-masing sebagai perbuatan tersendiri yang dalam terminologi hukum
dikenal sebagai concursus realis yang terdiri dari tindak pidana asal (predicate
crime) dan tindak pidana pencucian uang (money laundering) itu sendiri.
Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil perjudian
online, adalah mengingat tindak pidana pencucian uang itu menganut azas
kriminalitas ganda (double criminality) yang terdiri dari tindak pidana asal
(predicate crime) dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri serta dibentuk
badan khusus untuk pencucian uang, yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu lembaga independen yang dibentuk
dan didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2003.

Kata kunci: kajian hukum, TPPU, perjudian online.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya
harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat
ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain
berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta
terintegrasi.!

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional
merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya
dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara,
sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan
termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan
pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan
pencucian uang (money laundering) tersebut baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut
merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri.?

Berkaitan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan money
laundering, yang sudah tergolong pula sebagai kejahatan transnasional ini, maka

pada tahun 1988 diadakan konvensi internasional, yaitu United Nation Convention

! R. Abdoel Djamal. 2001. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
halaman 65.

2 Bismar Nasution. 2008. Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia. Bandung: Books
Terrace& Library, halaman 1. 1



Againts Illict Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances atau yang
lebih dikenal dengan nama UN Drug Convention. Kemudian untuk
menindaklanjuti konvens tersebut, pada bulan Juli 1989 di Paris telah dibentuk
sebuah satuan tugas yang khusus menangani money laundering yang disebut
dengan The Financial Action Task Force (FATF). Dalam hubungan ini dapat
dikemukakan bahwa pengaturan mengenai anti-money laundering di Indonesia
sangat erat kaitannya dengan adanya keputusan FATF pada tanggal 22 Juni 2001.
Didalam, keputusan FATF ini Indonesia dimasukkan sebagai salah satu diantara
15 negara yang dianggap tidak kooperatif (non-cooperative countries and
teritories) dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan money laundering.?
Sifat dasar dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri secara umum
berupaya memperoleh keuntungan keuangan dari tindak pidana yang
dilakukannya. Sementara pelaku tindak pidana berupaya menjadi sosok yang baik
dan tidak ada seorangpun yang diharapkannya beranggapan bahwa dirinya telah
melakukan tindak pidana. Untuk itulah, pelaku tindak pidana akan selalu
melakukan berbagali upaya agar keuntungan ataupun dana yang diperoleh dari
hasil tindak pidana dapat dinyatakan dari berasal dari aktivitas yang legal. Dalam
hal ini, melakukan pembelian aset (property), menyimpannya dalam sistem
keuangan, melakukan pembelian instrumen keuangan atau bahkan mendirikan
usaha bisnis agar dapat memiliki landasan dalam menikmati keuntungan dari

aktivitas pidananya.

% 1bid., halaman 3.



Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk,
tidak hanya melalui sistem keuangan, investasi langsung, tetapi juga
disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti properti, kendaraan, perhiasan
dan lain sebagainya. Untuk itulah kemudian pandangan atas penegakan hukum
sedikit demi sedikit berubah, diawali dengan penegakan hukum atas tindak pidana
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dimana pelaku akan menjadi objek
bagi penegakan hukum yang dilakukan. Saat ini penegakan hukum dilakukan pula
dengan melakukan kriminalisasi atas penggunaan maupun pemanfaatan dana atau
harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Berkaitan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang
tersebut terdapat suatu inovasi yang menarik, yaitu dapat dibentuk suatu badan
yang bersifat independen yang disebut sebagai Financial Intelligent Unit (FIU)
yang dimana tugasnya adalah untuk membantu kepolisian dalam penanganan
tindak pidana pencucian uang, melalui pengumpulan informasi tentang transaksi
keuangan yang dicurigai kemungkinan adanya praktik pencucian uang. Di
Indonesia sendiri badan tersebut disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK), yang tugasnya mengumpulkan dan memproses
informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang yang
dimana juga akan bermuara terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang itu, PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Uang yang didapat dari hasil tindak pidana pencucian uang tersebut pun
dapat diperoleh dari beragam jenis sumber antara lain berupa tindak pidana

korups, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga Kkerja,



penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan
psikotoprika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdangan senjata gelap,
penculikan, teroroisme, pencurian, peggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan
dan beragam jenis perjudian, baik yang bersifat umum maupun Yyang
menggunakan media internet (online).

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan semakin berkembangnya
kesadaran akan pentingnyaa pembentukan rejim anti-money laundering membuat
pelaku kejahatan mengubah metode atau cara pencucian uang. Metode
konvensional yang biasa digunakan ternyata tidak lagi menjamin keamanan dan
kenyamanan pelaku pencucian uang sehingga mereka mulai mencari alternatif lain
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.*

Kemajuan teknologi internet tersebut banyak disalah gunakan oleh
berbagai pihak balk yang bersifat pribadi maupun kelompok untuk
menguntungkan diri mereka sendiri, yang dimana apabila tidak dapat disesuaikan
dengan penyesuaian diri maka akan berujung pada pelanggaran norma-norma
hukum yang berlaku, dengan kata lain semakin berkembangnya teknologi internet
tersebut maka akan semakin meningkat juga kejahatan atau tindak pidana pada
dunia maya baik jenis maupun bentuknya maka akan semakin kompleks,
kejahatan pada dunia maya ini disebut dengan Cyber Crime.

Salah satu bentuk kejahatan pada dunia maya yang sedang marak terjadi
pada saat sekarang ini adalah Perjudian melalui internet atau yang biasa disebut

dengan Perjudian Online. Jenis Perjudian online pun beragam, mulai dari judi

* Bismar Nasution. Op. Cit., halaman 3.



kartu, dadu, kasino, togel online, pacu kuda, judi bola, basket, balapan, golf dan
lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa judi online adalah permainan judi
dengan media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya. Perjudian
online pun sudah sering terjadi di Indonesia sendiri dengan terdapatnya beberapa
kasus judi online yang terjadi di Indonesia

Norma hukum di Indonesia sendiri sudah jelas mengatur mengenai
larangan terhadap perjudian online tersebut seperti pada Pasal 27 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik tentang larangan perjudian elektronik. Perjudian online tersebut akan
menghasilkan uang kepada pelaku atau orang yang melakukan judi online tersebut
baik dalam nominal kecil hingga nominal terbesar.

Uang yang dihasilkan tersebut biasanya akan disembuyikan ataupun
disamarkan keberadaanya agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah
atau legal, sehingga perjudian online juga dapat dijadikan sebagai tindak pidana
asal bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Disinilah peran daripada pihak
Kepolisian maupun pihak-pihak terkait lainnya seperti PPATK, Bank Indonesia,
dan pihak lainnya untuk membuktikan uang hasil transaksi daripada perjudian
online tersebut, serta memberantas pencucian uang dari modus perjudian online di
Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang

Berasal Dari Perjudian Online



1. Rumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau
pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak
dipecahkan melalui penelitiannya® Masalah yang dirumuskan berdasarkan
uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan
pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang digjukan dalam
penelitian ini antara lain:
a. Bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal
dari Tindak Pidana Perjudian Online?
b. Bagaimana kaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak
Pidana Perjudian Online ?
c. Bagaimana peran lembaga negara dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari perjudian online?
2. Faedah Pendlitian
Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah
sebagal berikut :
a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya kajian hukum pidana

terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perjudian online.

® Beni Ahmad Saebani. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka setia,
halaman 72.



b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara,
Bangsa, dan Pembangunan, khususnya terhadap masyarakat agar lebih
waspada dalam bertindak.

B. Tujuan Pendlitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
yang berasal dari Tindak Pidana Perjudian Online.
2. Untuk mengetahui kaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan
Tindak Pidana Perjudian Online.
3. Untuk mengetahui peran lembaga negara dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari
perjudian online.
C. Metode Pendlitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang
dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah
atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.® Penelitian pada dasarnya merupakan
suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap
suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.” Hal ini disebabkan oleh karena
penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa

®1bid., halaman 18.
" Bambang Sunggono. 2010. Metode Pendlitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, halaman
27.



dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.® Agar
mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam
penelitian ini terdiri dari:
1. Sifat penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang
menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif,
peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat
perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut..
2. Sumber data
Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan,
yakni dengan melakukan pengumpulan refrensi yang berkaitan dengan objek
atau materi penelitian yang melipuiti:

a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1974 tentang penertiban perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang
berhubungan dengan permasalahan yang digukan yang sesuai dengan

judul skripsi.

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja
Grafindo, hdaman 1.



c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada
hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data
Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah studi dokumen atau melalui penelusuran literatur, serta menelaah
peraturan perundang-undangan.
4. Andlisis data
Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan
analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian

ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definis operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus
yang akan diteliti.® Sesuai dengan judul penelitian yang digjukan yaitu
"Kagjian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang
Berasal Dari Perjudian Online”, maka dapat diterangkan definisi operasional
penelitian, yaitu:
1. Kgjian adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan

menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.*

% Fakultas Hukum. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum, halaman

10« ajian” melalui, hitp://kbbi.web.id/studi, diakses padatanggal 14 Februari 2017.
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2. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang
menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak
pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap
yang melakukannya.**

3. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindakan memproses sejumlah
besar uang illegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya
bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang
canggih, kreaktif, dan kompleks.

4. Perjudian Online adalah Permainan judi melalui media elektronik dengan

akses internet sebagai perantara.*?

1 “hukum pidana’ melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum pidana, diakses pada
tanggal 14 Februari 2017.

2 perjudian online, melaui http://eptik-gambling.blogspot.co.id/2013/04/1.html. pada
tanggal 2 Januari 2016.



https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana
http://eptik-gambling.blogspot.co.id/2013/04/1.html

BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencucian Uang
1. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan
pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan
istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa
yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk
dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan
masyarakat.?

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah
tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam
pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana

dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

13 Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Y ogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset,
halaman 18. 1
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a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (strafbaar feit) adalah tidak
lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-
undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

b. Vos merusmuskan bahwa tindak pidana (strafbaar feit) adalah suatu
kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan.

c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

d. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar
hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat
dihukum.**

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan
yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi
untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang
menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.™

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang
dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana
tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat
dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana

yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum,

14 Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bgaian 1 Selsel Pidana, Tindak
Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana. Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, halaman 75.

> Amir llyas. Op. Cit., halaman 27.
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unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti.
Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak
tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu
dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat
unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.
Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting
dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana
Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan
terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.*®
Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak
pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus
tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang
berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah
satu unsur tindak pidanaa, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu
yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala
dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri
terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur
tindak pidana yang dikemukaan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:’
a Perbuatan
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

16 Adami Chazawi. Op. Cit., halaman 78.
¥ |bid., halaman 79.
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Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:*®
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan
b. Yang bertentangaan dengan peraturan perundang-undangan
c. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda,
namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara
unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai
orangnya.*®

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat
dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi
dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.
Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur
objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan
yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu
harus dilakukan.

Unsur-unsur subjekif dari suatu tindak pidana adalah:?
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang

dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

c. Macam-macam maksud

18 | bid., halaman 80.
19| bid., halaman 81.
2 Amir Ilyas. Op. Cit., halaman 45.
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d. Merencanakan terlebih dahulu
e. Perasaan takut
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:*
a. Sifat melanggar hukum
b. Kualitasdari si pelaku
c. Kausdlitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa inggris, yakni money
laudering. Apa yang dimaksud dengan money laudering, memang tidak ada
definisi yang universal, karena baik Negara-negara maju dan Negara-negara
dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan
prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia
telah sepakat mengartikan money laudering dengan pencucian uang.?

Istilah pencucian uang (money laudering) pertama kali muncul pada
tahun 1920-an ketika para mafia Amerika Serikat mengakusisi atau membeli
usaha Laudromatis (mesin pencucian otomatis). Ketika itu anggota mafia
mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, progtitusi,
perjudian dan penjualan minuman beralkohol illegal serta perdagangan
narkotika. Dikarenakan anggota mafia diminta menunjukan sumber dananya

agar seolah-olah sah atas perolehan uang tersebut maka mereka melakukan

2! 1bid., halaman 46.
22 Adrian Sutedi. 2010. Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,
Likuidasi, dan Kepailitan). Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.
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praktik pencucian uang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan
seolah-olah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dan menggabungkan
uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha
(Laundromats) tersebut. Alasan pemanfaatan usaha Laundromats tersebut
karena sgjalan dengan hasil kegiatan usaha Laundromats yaitu dengan
menggunakan uang tunai (cash).

Pencucian uang semula dimunculkan sebagai suatu tindak pidana
(kejahatan) berasal dari tindak pidana narkotika dan psikotropika yang sangat
pesat terjadi di negara maju termasuk negara di Amerika Selatan seperti
Mexico, Kolombia, dan Afrika Selatan seperti Nigeria dan beberapa
kepulauan di Pasific, seperti Kepulauan Caymand dan Karibia. Pencucian
uang merupakan “derivatif” dari kejahatan narkotika dan psikotropika,
kemudian diperluas meliputi seluruh aset atau harta kekayaan yang berasal
dari semua tindak pidana.?®

Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, pertama ialah melalui
pengelakan pajak (tax evasion). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak”
ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada
pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang
sebenarnya diperoleh. Cara kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara
yang melanggar hukum.?*

Departemen Perpgjakan Amerika Serikat (1960), mendefinisikan

pencucian uang sebagai berikut:

% Romli Atmasasmita. 2014. Hukum Kejahatan Bisnis. Jakarta: Prenadamedia Group,
halaman 52.
2 Adrian Sutedi. Op. Cit., halaman 22.
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Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memperoses uang, yang
secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang
dialihkan, ditukar, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah,
dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber,
disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses
tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana
yang berasal dari atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas
menjadi sah.

Definisi  lain, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan
memproses sejumlah uang sejumlah besar uang illegal hasil tindak pidana
menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sash menurut hukum, dengan
menggunakan metode yang canggih, kreaktif, dan kompleks. Atau tindak
pidana pencucian uang sebagal suatu proses atau perbuatan yang bertujuan
untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta
kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah
menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak
memberikan definisi, tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud
dengan pencucian uang itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan
yang tergolong kegiatan yang disebut pencucian uang. Dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi
unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (money

laundering) ke dalam tiga tahap, yakni:*

% “TPPU” mdalui, http://mww.negarahukum.com/hukunv1562.html, diakses pada
tanggal 14 Maret 2017.
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a. Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari
suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor
tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan
dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam
sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnaya melalui
penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke
negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu
dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan
uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan
mentransfer ke dalam valuta asing.

b. Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap
dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini
yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-
usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa
rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat
dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan
maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta
asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain.
Seringkali kali pula terjadi bahwa s penyimpan dana itu sudah
merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali
simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si
pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya

dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan
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melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya
yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu
melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

c. Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang
kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di
atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai
kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas
yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal
sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah
tercuci.

Berdasarkan defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di
jelaskan diatas, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur
sebagal berikut :

a pelaku

b. perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari
bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan
yang sah (legal).

c. merupakan hasil tindak pidana

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif
(actus reus) dan unsur subjektif (mensrea). Unsur objektif (actus reus) dapat
dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan

atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan,
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membawa keluar negari, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan
(yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur
subjektif (mens rea) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja,
mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil
kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta
tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan
tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setigp orang” dimana
dalam Pasal 1 ayat (9) ditegaskan bahwa Setigp orang adalah orang
perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam
pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah
kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan
transakss menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh
kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan
timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi
keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima
penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang
berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak
pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurikan atau patut
dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses

pentransferan/memindahbukukan.
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Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang
pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah: transaksi keuangan
yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan polatransaksi dari
nasabah yang bersangkutan:

a. transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga
dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini;

b. transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan
menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana; atau

c. transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh
Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari
hasil tindak pidana.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus
memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum
tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta
kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana
diuraikan pada Pasal 2 UU TPPU. Pada pasal ini Harta kekayaan yang
dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang
berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika,

penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan,
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bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang,

perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan,

penipuan, pemalsuan uang, perjudian, progitusi, bidang perpajakan, bidang
lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta
tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

Perlu dijadikan catatan, bahwa dalam pembuktian tindak pidana
pencucian uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang
harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan
tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya
tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk
membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime)
yang menghasilkan harta kekayaan.

Ketentuan sebagaimana yang sebutkan pada Pasal 3 UU No. 8 Tahun
2010, teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam
bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang
dengan sengaja:

a. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas
nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut
diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.

b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga
merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia
jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama

sendiri maupun atas nama orang lain.
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c. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau
patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik
atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.

d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau
patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana,
baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.

e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan
harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanaya
sendiri atau atas nama pihak lain.

f. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga
merupakan harta yang diproleh dari tindak pidana.

g. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang
diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan
mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk

menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.?®

B. Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap
negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga
merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan
amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena

menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja. Permainan judi juga

% «TPPU” mdalui, http://mww.negarahukum.com/hukunv1562.html, diakses pada
tanggal 14 Maret 2017.
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dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril
dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya
masyarakat Cina beserta kebudayaannya yang menawarkan kartu sebagai alat
bantu untuk perjudian. Bagi masyarakat cina perjudian merupakan suatu cara
untuk buang sial namun bagi masyarakat Indonesia perjudian dijadikan
pengharapan untuk mendapatkan uang yang 